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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Penipuan Investasi. Pembahasan yang
dibahas pada skripsi ini adalah, Apa dasar pertimbangan Majelis hakim
Pengadilan Jakarta Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang
dalam memberikan putusan lepas bagi terdakwa tindak pidana penipuan
investasi pada Putusan Nomor 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt tim dan Putusan
Nomor 92/Pid.b/2022/Pt Pig? Bagaimana dasar pemulihan hak terdakwa yang
ditahan pada Putusan Pengadilan Nomor 204/Pid.b/2022/Pn Plg? Metode
penelitian yang penulis lakukan adalah metode Normatif, yaitu, penelitian
hukum yang terdiri dari penelitian asas-asas hukum, peneclitian terhadap
sistematika hukum, dan jugs penelitian terhadap pasal-pasal hukum. Dan
dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan Penelitian yaitu
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dan dalam putusan
Nomor 204/Pid.B/2022/PN Plg Terdakwa Al Naura Karima Pramesti Binti
Alamsyah Nas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana Penipuan. Yang mana hakim pengadilan banding Melepaskan
Terdakwa oleh karena itw dari segala Penuntutan, Memulihkan hak
Terdakwa daiam Kemampuan, Kedudukan, dan harkat serta martabataya,
Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, dan Membebankan
biaya perkara kepada Negara.

Kata Kunci : Putusan, Lepas, dan Investasi

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
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Neisa Angrum, S.H., MLH,
NIP.198812032011012008

Ketua Bagipn/Hukum Pidana

Y /23 =
Rd. Muhammad Ikhsan, S H., M.H.

NIP.196802211995121001

X1V

Xiv



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus di
kenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman
pidana. Akan tetapi ada kalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak
merupakan pidana, melainkan suatu tindakan tertentu atausuatu kewajiban yang
mirip dengan hukuman perdata. Bahkan dalam hal tertentu, tidak dikenakan suatu

hukuman.

Salah satu alat atau cara untuk mecapai tujuan hukum pidana adalah
memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Ajaran- ajaran
mengenai dasar pembenaran pemidanaan apabila sesorang mengatakan bahwa ia
mempunyai hak atas sesuatu benda, ia harus dapat memberikan dasar atas hak
itu. Dapat dipidananya suatu tindakan sudah harus terlebih dahulu ditentukan

sebelum seseorang melakukannya. *

Hukum pidana sudah sepatutnya ditegakkan secara benar oleh aparat
penegak hukum demi tercapainya tujuan daripada hukum pidana yakni menjadi
pelindung dari setiap kejahatan yang dapat mengurangi hak-hak atau merampas

seluruhnya hak-hak setiap orang. > Penegakan hukum pidanamerupakan upaya

! Oly Viana Agustine, Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2019), him.292.

2 putu Sekarwangi Saraswati, Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, Jurnal
Advokasi.Vol.5 No.2, September 2015, him.141, diakses dari https://jurnal.unmas.ac.id, pada
tanggal 2 Agustus, pukul 11.30 WIB.



melalui tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan hukum
pidana agar dapat berfungsi dalam masyarakat sebagaimana mestinya. 3 Dalam
melaksanakan hukum pidana diperlukan kedudukan aparat penegak hukum
sebagai penegak supremasi hukum pidana sebab hukum pidana tidak dapat tegak

dengan sendirinya.*

Pengadilan berperan dalam proses untuk keadilan sehingga pengadilan
harus bersifat bebas dan dapat memberikan putusan tanpa dipengaruhi oleh pihak
manapun dan dalam bentuk apapun namun demikianBatasan kebebasan hakim
sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebebas-bebasnya tapi
dibatasi oleh aturan dan norma.® Pada prinsipnya tujuan kebebasan hakim
tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat
menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan
yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan

hakim dalammemutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.®

Peradilan atau kekuasaan kahakiman telah dikenal sejak zaman dahulu,
dan dia merupakan satu kebutuhan dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan
berbangsa. Suatu pemerintah tidak dapat berdiri tanpa adanya peradilan, karena

peradilan diperlukan untuk menyelesaikan sengketa diantara warganya. Didalam

3 Erna Dewi, Peranan Hakim Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Pranata
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol.5 No.2, Juli 2010, him.93, diakses dari
http://jurnalpranata.ubl.ac.id, pada tanggal 2 Agustus 11.50 WIB.

4 Cahya Dicky Pratama, Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia, diakses dari
https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukum-di-
indonesia, pada tanggal 2 Agustus 2022, pukul 12.50 WIB.

5 Dahlan Sinaga, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam
Negara Hukum Pancasila, (Jakarta: Nusamedia,2015), him. 218.

¢ 1bid, him.24.


http://jurnalpranata.ubl.ac.id/
http://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukum-di-
http://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukum-di-

peradilan terkandung amar makruf dan nahi mungkar, menyuruh makruf dan
mencegah mungkar, menyampaikan hak kepada orang yang harus menerimanya
dan menghalangi orang yang zalim daripada berbuat aniaya serta mewujudkan

perbaikan umum, dengan peradilan dilindungi jiwa, harta dan kehormatan.’

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis),Putusan
yang dijatuhkan oleh hakim haruslah sesuai dengan keadilan dan kepastian
hukum. Kepastian hukum itu sendiri terletak pada adanya peraturan. Tentang
apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya
adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum. Adanya nilai yang berbeda-
beda tersebut, maka penilaian mengenaikeabsahan hukum atau suatu perbuatan
hukum, dapat berlain-lainan tergantung nilai mana yang dipergunakan. Tetapi
umumnya nilai kepastianhukum yang lebih berjaya, karena disitu terkandung

pengertian supremasi hukum.

Hakim adalah salah satu dari berbagai aparat penegak hukum yang
berperan dalam menegakkan hukum sebagaimana terdapat dalam sub sistem
peradilan pidana dengan tugas dan wewenang yang diemban yakni mengadili dan
memutus suatu perkara. Dalam memutus suatu perkaratindak pidana hakim dapat
menjatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk penyelesaian akhir daripada suatu

perkara pidana yang mana hal ini disebutjuga sebagai pemidanaan.®

" Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2013,
him.2.
8 1bid, him.26.



Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan
dakwaan daripada jaksa penuntut umum atau dapat diartikan bahwa hakim tidak
boleh menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana selaindari pada
apa yang telah didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum.® Hakim dapat
menjatuhkan sanksi pidana hanya terhadap pelaku tindak pidana yang telah
terbukti melakukan tindak pidana yang mana perbuatannya telah diatur didalam
suatu undang-undang sebagaimana berlakunya asas legalitas yang termaktub
dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum

Pidana).t°

Hakim sebelum menjatuhkan pidana dalam putusan akan
memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tindak pidana yang
diperiksa dan diadilinya sebagai pertimbangan — pertimbangannya dalam
mejatuhkan pidana agar pemidanaan yang konsisten dapat diraih. Kegagalan
dalam merealisasikan konsistensi pemidanaan akan mengakibatkan rasa
ketidakadilan karena pelaku tindak pidana tidak boleh mendapat pidana yang
lebih berat ataupun lebih ringan daripada perbuatannya agar keadilan dapat
tercapai.!! Penjelasan tersebut menunjukkan sudah sepatutnya sanksi pidana

diberikan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

® Dewi, Op.Cit. him.95.

10 pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.27 Tahun
1958 Tambahan Lembaran Negara Nomor.1660. “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan
atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu”.

11 Haryanto Dwiatmodio, Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao,
Jurnal Yudisial. Vol.5 No.1, April 2012, him.101, diakses dari https://jurnal.komisiyudisial.go.id,
pada tanggal 2 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB.



Ketentuan Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
memuat pembagian dua jenis sanksi pidana yakni pidana pokok serta pidana
tambahan yang mana pidana pokok terdiri dari beberapa jenis yakni pidanamati,
pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sementara
pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-
barang berharga, dan pengumuman putusan hakim.!? Jenis-jenis pidana tersebut
merupakan yang paling umum dijatuhi oleh hakim akan tetapi terdapat juga jenis
pidana lain yang dapat dijatuhkan olehhakim selain daripada jenis-jenis pidana
yang telah diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum
Pidana) yakni salah satunyaadalah pidana bersyarat atau dikenal juga sebagai

pidana percobaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mencantumkan 3
(tiga) kemungkinan dari putusan hakim pada pasal 1 butir 11 yaitu berupa
pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam halkaitanya
dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum haruslah dijatuhkan oleh yang
mulia hakim agar semua unsur perbuatan melawan hukum pidana terbukti telah
terjadi tindak pidana, namun terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan
maksudnya ialah tidak memiliki kesalahan pidana dalam arti luas, karena ada

alasan tertentu yang melekat pada pelakuyaitu alasan pemaaf.*®

12 pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.27 Tahun 1958
Tambahan Lembaran Negara Nomor.1660. “Pidana terdirl atas: a. pidana pokok: 1. pidana mati;
2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan
1.pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan
hakim.”

13 M.Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus, (Bandung: Refika
Aditama, 2012), him. 118.



Menurut Yahya Harahap, bahwa yang melandasi putusan lepas, terletak
pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti, bukan merupakan
tindak pidana tetapi termasuk ruang lingkup hukumperdata atau adat. Pada pasal
191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan
putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukumadalah: “jika pengadilan berpendapat
bahwa perbuatan yang didakwakan kepada pelaku terbukti, tetapi perbuatan itu
tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala

tuntutan hukum”.

Petinggi pengadilan wajib berpatokan pada alat bukti untuk
membuktikan suatu perkara yang akan diputus, maka perlu adanya alat buktiyang
diajukan harus menumbuhkan keyakinan dan dapat memantapkan pendirian
hukum. Jika belum yakin atau timbul keraguan maka yang mulia hakim harus
membebaskanya.® Namun jika yang mulia hakim keliru untuk membebaskan
orang yang bersalah maka ia hanya akan berhadapan dengan pertanggung
jawaban yuridis karena salah menerapkan hukum.*®

Putusan Pengadilan Negeri 1073/Pid.b/2020/Pn.Jkt.tim terkaittindak
pidana penipuan terdakwa di vonis lepas, sedangkan pada putusan Pengadilan
Negeri Palembang Nomor 204/Pid.b/2022 terdakwa di vonis 2 tahun 6 bulan

penjara dan Pengadilan Tinggi Palembang yang mana dalamputusan tingkat

14 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika.
2012), him.352.

15 Leden Marpaung,Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya, Jakarta: Sinar
Grafika,2017 him. 50.
16 Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen,
Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, (Bandung:Alfabeta,2013), him.
198.



banding hakim menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Yang
mana putusan tersebut berdasarkan hasil pemikiran dan asas hukum serta berkas
yang diterima di pengadilan tingkat banding. Dimana dalam putusan ini korban
mengalami kerugian. Sebagaimana yang didawakan jaksa penutut umum
terdakwa di dakwakan atas pasal 378 Juntopasal 372 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana®’

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan
masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial
masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah
peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak
pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal saat ini adalah Investasi. Tindak
pidana ini tidak hanya merugikan banyak orang, tetapi juga merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat.

Tujuan investasi atau penanaman modal sangat bertolak belakang
dengan praktik investasi oleh karena justru merugikan, merusak tatanan hukum
investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional.
Pada dasarnya dampak negative investasi adalah tumbuh dan berkembangnya
pelanggaran terhadap system hukum nasional,yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2007 tentangpenaaman modal. 8

17 putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pid.b/2022/Pn Plg, Putusan
Nomor92/Pid.b/2022/Pt Plg dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1073/Pid.b/2020/Pn
Jkt.tim.

18 |_ihat Pasal 46 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-undang No. 10
Tahun 1998. LN. 1968/ No. 63, TLN. 2865



Investasi yang dimaksud dalam hal ini ialah berupa penanaman modal
antara penjual dan konsumen. Dimana seseorang menawarkan investasi dengan
cara mengiming-imingkan keuntungan besar dari modal yang ditanamkan kepada
investor. Dalam kasus yang saya angkat investasiyang bersifat illegal dimana
para pihak tidak ada kontrak dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kedua

pihak yang bersangkutan.

Pengaturan hukum dan ancaman pidana terhadap kegiatan investasi
berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana diancam
pidana berdasarkan pasal 378 dan 372 Kitab Undang-undangHukum Pidana
(KUHP) yang menurut Moeljatno, ketentuan pidana dalam pasal ini adalah
tentang perbuatan curang (bedrog). Meskipun ancaman hukuman pidana baik
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam pasal 46
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang- undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang perbankan syariah cukup berat, akan tetapi kejahatan-kejahatan
investasi bodong terus terjadi dari tahun ke tahundengan memakan korban banyak
orang yang menderita kerugian. *°

Pada jenis investasi secara tidak langsung investornya tidak perlu hadir
secara fisik sebab pada umumnya untuk kasus-kasus tertentu investor mau
memiliki perusahaan secara permanen dengan perhitungan bisnis tertentu.
Penipuan investasi baru-baru ini masih marak. Aksinya dilakukanbaik secara

online maupun offline. Untuk itu, patut selalu waspada dan kenali ciri-ciri

19 |_ihat Pasal 378 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. LN.1958/ No. 68, 69 dan
71.



investasi . Supaya kita tidak tertipu dan terjerumus ke dalamnya. Sebab, beberapa
penipuan investasi bodong berhasil terungkap dan banyak bukti yang sudah

disebarkan di media sosial.?°

Di Indonesia, masih banyak oknum yang gencar memasarkan produk
investasi. Biasanya oknum menyasar orang-orang yang memiliki informasi
minim terkait investasi. Jadi, orang-orang tersebut berpotensi untuk mudah
tergiur dengan keuntungan besar yang oknum tawarkan. Hal tersebut tentu sangat
merugikan untuk menghindari hal-hal itu kita haruslahcermat dalam menelaah
apa yang di tawarkan pihak oknum. Maka ada baiknya jika mengetahui terlebih
dahulu apa itu investasi. Secara umum, investasi adalah sebuah kegiatan

menghimpun dana ataupun asset dalam jangka waktu tertentu.

Tindak pidana penipuan apapun kedok yang digunakan termasuk
kedok investasi diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang HukumPidana
(KUHP) yang menyatakan : ‘“Barang siapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk mneyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,
diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Apabila tindak pidana penipuan tersebut dilakukan oleh orang berdasarakan

20 Septo Handoyono, pelaksanaan Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Jurnal
Pakum Law Review. Vol.6 No.1, Januari 2018, him.25, diakses dari https://journal.unpak.ac.id pada
tanggal 19 September 2022, pukul 19.23 WIB.
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hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporsi didalam maupun
diluar lingkungan.?! Penipuan dalam kasus yang saya angkat ialah terdakwa dan
korban sudah melakukan beberapa transaksi lalu kemudian korban ingin menagih
hasil keuntungan yang biasa didapat per harinya namun terdakwa tidak dapat
membayar keuntungan yang ditagih dikarenakan masa pandemic yang

menyebabkan sepinya konsumen yang membeli pakaian ditoko terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum
hendaknya harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Pertimbangan hakim
memegang peranan yang penting dalam putusan bebas. Bukan tidak mungkin
suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukumyang telah dijatuhkan tidak sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengabaikan nilai-nilai keadilan.??

Sesungguhnya terjadinya perbedaan dalam pemidanaan terhadap
perkara pidana yang sama atau serupa tidaklah merupakan masalah apabila
putusan itu berdasarkan pertimbangan yang masuk akal. Namun jika putusan itu
didasarkan pada pertimbangan yang tidak masuk akal maka akanmenimbulkan
ketidak percayaan masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang
dijunjung tinggi oleh oknum pengadilan. Dalam beberapa kasus yang terjadi saat
ini biasanya orang yang punya uang banyak dan pejabat yang mempunyai
pengaruh besar di masyarakat bila menjadi pelaku tindak pidana dipidana

ringan sedangkan masyarakat biasa danmiskin tidak memiliki pengaruh apapun

2 1bid .hIm.37
22 Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana,
(Jakarta: Prenada Media Group), 2016, him. 147.
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dalam proses pemidanaan.
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191ayat
(2) KUHAP yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan
yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak
merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala

tuntutan hukum?”.23

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan, maka peneliti
mengambil salah satu kasus yang akan dikaji yakni Putusan Pengadilan
Negeri Palembang Nomor 204/Pid.b/2022/Pn Plg, Putusan Nomor

92/Pid.b/2022/Pt Plg dan Putusan Nomor 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.2*

Dalam putusan tersebut majelis hakim tingkat pertama menyatakan
bahwa Neng Nur Sri Kumala terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP (kitab
undang-undang hukum pidana).

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta terhadap kasus pidana
dalam perkara tindak pidana penipuan ini menjadi penting untuk diahas agar
dapat diketahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Timur dalam menjatuhkan vonis lepas sekaligus untuk
mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terdakwa yang ditahan sebagai

pelaku tindak pidana pada putusan lepas. Dengan demikian melalui uraian

23 |_ihat Pasal 191 ayat (2), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. LN.1958/ No.68,

69 dan 71

24 pytusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pid.b/2022/Pn Plg, Putusan Nomor

92/Pid.b/2022/Pt Plg dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.tim.
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diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul
: “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
LEPAS PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI (Putusan
Nomor 204/Pid.b/2022/Pn Plg, Putusan Nomor 92/Pid.b/2022/Pt Plg dan

Putusan Nomor 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.pst)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka

rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur dan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memberikan putusan
lepas bagi terdakwa tindak pidana penipuan investasi pada Putusan Nomor
1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.tim dan Putusan Nomor 92/Pid.b/2022/Pt Plg?

2. Bagaimana dasar pemulihan hak terdakwa yang ditahan pada Putusan
Pengadilan Nomor 204/Pid.b/2022/Pn Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan

yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim
dalam memberikan putusan lepas bagi pelaku tindak pidana penipuan
investasi pada Putusan 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.tim dan Putusan Nomor
92/Pid.b/2022/Pt Plg.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemulihan hak terhadap
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terdakwa yang ditahan pada Putusan Pengadilan  Nomor

204/Pid.b/2022/PnPIg.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini kegunaan dari penelitian ini diharapkan tercapai,
yaitu:

1. Kegunaan secara segi teoritis

a)

b)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi
tambahan pada program studi llmu Hukum Universitas Sriwijaya,
khususnya menganalisis putusan hakim lepas dari segala tuntutan

hukum pada tindak pidana penipuan.

Mengetahui  secara  pasti  implementasi  pertimbangan-
pertimbangan hakim bagi penerapan putusan lepas bagi pelaku
tindak pidana penipuan Putusan Nomor 204/Pid.b/2022/Pn Plg,

Nomor 92/Pid.b/2022/Pt Plg dan 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.tim

Mengetahui tujuan dan apa yang mempengaruhi hakim dalam

memutuskan vonis lepas bagi pelaku tindak pidana penipuan.

2. Secara segi praktis

a)

Manfaat penelitian yang bersifat praktis hasil penelitian ini
diharapkan sebagai bahan bagi kalangan akademisi, praktisi,
maupun masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang ingin mengetahui secara jelas mengenai analisis
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putusan hakim lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak
pidana penipuan.

b) Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang
terlibat dalam pertimbangan pada putusan hakim selanjutnya pada
kasus-kasus yang berakibat adanya putusan lepas olehhakim.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan objek permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka
penulis memberikan batasan dalam kajian penjatuhan hukuman lepas oleh
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan Nomor
1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.tim dan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
92/Pid.b/2022/Pt Plg. Hal tersebut dilakukan dengan melihat dari segi
pertimbangan yuridis dan non yuridis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Timur dalam menjatuhkan vonis lepas serta pertanggungjawaban pidana
pelaku dalam perkara tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah kerangka yang dibentuk melalui kajian terhadap
beberapateori berdasarkan pada pemikiran yang logis serta disusun secara
sistematis kemudian dijadikan sebagai konsep atau gambaran dalam
penelitian sehinggamenunjukkan bahwa anatara satu konsep dengan konsep
yang lainnya salingberhubungan.?® Maksud daripada kerangka konseptual

ialah bertujuan untuk mendukung suatu penelitian baik dalam menjelaskan

25 Nurul Qamar, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), (Makassar: CV.
Social Politic Genius. 2017), him.12.
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permasalahan dalam penelitian maupun dalam menyelesaikan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut makaadapun kerangka konseptual yang terdapat

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.

Teori tujuan pemidanaan

a. Teori Pembalasan (Teori Absolut/Retributive)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah
melakukan kesalahan/tindak pidana. Seseorang yang melakukan
tindakpidana mutlak harus dilakukan pembalasan berupa pidana.
Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman berawal dari
kejahatan. Hukumanmenurut teori ini dianggap sebagai “pembalasan
atau imbalan” (Vergelding) terhadap orang yang melakukan
kejahatan. Karena kejahatan menimbulkanpenderitaan pada korban,
maka haruslah diberikan penderitaan pula pada orang yang

melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan.?®

b. Teori Tujuan (Teori Relatif/Utilitarian)

Teori relatif pada umumnya penjatuhan pidana bukan sekedar
pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai
tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju
kesejahteraan dalam artian lain penjatuhan pidana menurut teori ini

pidan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan tetapi

% pyteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju

Keadilan Restorative Justice, Jurnal Negara Hukum, Vol 7 No.1, 2016, him 75.
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bagaimana mengembalikan kepada keadaan semula terhadap orang
yang telah melakukan suatu tindak pidana agar dapat diterima
kembali dalam kehidupan masyarakat.?’
c. Teori Gabungan

Teori ini mencakup kedua teori diatas, Menurut teori gabungan
bahwa tujuan penjatuhan pidana selain membalas kesalahan
penjahat, melindungi masyarakat juga untuk mencegah terjadinya
tindak pidana dikehidupan masyarakat (upaya Preventif). Harus
adanya keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian
pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar
tercapainya keadilan dan di sisi lain kepuasan masyarakat.?®

2. Teori pertimbangan hakim

Dalam hal penjatuhan putusan oleh hakim terdapat beberapa
konsideran yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat
keputusan. Hakim sebelum memutus suatu perkara dan membuat putusan
berkewajiban untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan
perkara dan bukan hanya kepentingan daripada korban akan tetapi juga
keadaan terdakwa dan keluarganya karena dalam putusan hakim harus
tercapai keadilan. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa penjatuhan putusan oleh hakim tidak hanya

didasarkan dengan pertimbangan yuridis tetapi juga dengan pertimbangan

2" Ayu Efritadewi, Hukum Pidana, (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), him 8.
28 bid., him 10.
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non yuridis.
Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi
dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:
1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah  dapat
mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan
dijatuhkan oleh hakim
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam
menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan
hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam
menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan
atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang
diperiksa dan menjadibagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim

bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang
dibuatnya.

2)  Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

2 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 104.



18

harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan
pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam
menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus
didasarkanpada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak
dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut
dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5
ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau
aturannyatidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus
memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum. Yang
dimaksud dengan recht vinding adalah proses pembentukan hukum oleh
hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan
umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan
hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

3. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa
bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa

mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan

%0 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 2002),
him. 108.
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seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia
adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan
oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya
untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang
peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim
dalam pengadilan, atau vonis.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan
hukum sebagai berikut :3!

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi
Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya
tersebut. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman
sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum
pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila
haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena
itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan
hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk
sosialdalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi Ssemangat

kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

31 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika,2009,
him 10.
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Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :3

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal
ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk
mencegahsuatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau balasan-balasan
dalam melakukan sudatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan
perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan
yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu

pelanggaran.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian memiliki fungsi sebagai upaya yang
memberikan petunjuk terhadap langkah-langkah yang diterapkan dalam
penelitian baik dalam mengklasifikasikan jenis atau karakter penelitian,
membuat  hipotesis, mengajukan  permasalahan, proses penelitian,
menyimpulkan hasil dari penelitian, memberikan pendapat terhadap penelitian,
serta komponen-komponen penting lain yang juga berkaitan dengan penelitian.
33 Metodologi penelitian digunakan untuk membantu dalam menemukan

jawaban atas permasalahan yang diteliti atau solusi agar penyelesaiannya dapat

32 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,Vol 1 No.4,
1997, him 467.
33 Nurul Qamar, Op.Cit,, him.2.
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diraih. Kesimpulan yang dapatdiambil melalui penjelasan tersebut ialah bahwa
keberadaan metode penelitian memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap
sebuah penelitian. Adapun penggunaan metode penelitian yang terdapat dalam

penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah jenis penulisan Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri
dari penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum,
dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.3* Sehingga
dapat menarik kesimpulan kajian hukum Normatif adalah kajian
hukum yang melihat hukum sebagai kajian yang harus dipatuhi.
2. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian harus disesuaikan dengan apa yang
dibutuhkan dalam penelitian sebagaimana peranan pendekatan
penelitian ialah memberikan kemudahan pada peneliti dalam
menanggapi rumusan masalah penelitian.®® Dalam penelitian ini
penulis menggunakan dua jenis pendekatan yang berupa:
a. Pendekatan  Undang-Undang  (Statute  Approach)
Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan

melalui pengulasan terhadap peraturan perundang-undangan

3 Bambang Sunggok, Metode Penelitian Hukum, Jakarta PT Raja Grafindo Persada,
cetakan ketigabelas, 2013, him. 41

% Salma Awabin, Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh
Lengkapnya, diakses dari https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/, pada tanggal 3
Agustus 2022, pukul 19.30 WIB.
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dan peraturan hukum tertulis yang hasilnya berkenaan
terhadap penanganan permasalahan hukum yang dialami. 3¢
Dalam artian bahwa pendekatan  perundang-undangan
bermanfaat dalam memberikan pemahaman bagi peneliti
perihal eksistensi dan keseuaian peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang isu hukum yang diteliti

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pada pendekatan ini yang menjadi tinjauan utama ialah
pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan atau yang dikenal dengan ratio decidendi atau
reasoning. Pendekatan ini dilakukan dengan menguraikan
kasus atau perkara yang relevan terhadap permasalahan
hukum yang diteliti dan kasus atau perkara tersebut sudah
diputus oleh hakim dalam artian bahwa putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap.3’
3. Jenis dan sumber bahan penelitian
Dalam hal jenis dan sumber bahan yang diperlukan pada
penelitian normatif didukung data empiris ialah data sekunder yang
digabung dengan data primer guna memperkuat hasil penelitian.
Berikut merupakan jenis dan sumber data yang dipakai dalam

penelitian ini antara lain:

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: PRENA MEDIA
GROUP, 2016), him.133-134
37 Ibid. him.134.
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a. Sumber Primer
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Analisis bahan hukum penelitian

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis data
kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi
data deskriftif. Metode Kuantitatif adalah upaya untuk menghasilkan
data deskriptif dalam arti menganalisis apa yang dinyatakan oleh
responden secara tertulis ataulisan. 8

5. Penarikan kesimpulan penelitian

Pada penelitian berjenis normatif ini maka penarikan kesimpulan

dilakukan melalui metode induktif yaitu mengkaji dari hal-hal umum

menuju pada kesimpulan khusus.3®

% Amirudin dan Zainal Asikin,, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta Raja
Grafindo Persada, tahun 2004 him 95

3 Amirudin dan Zainal Asikin,, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta Raja
Grafindo Persada, tahun 2004 him 95
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